Lampiran 4. Draft Keputusan Gubernur (Penetapan pejabat sekretariat type 1 struktural)
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR :

...........................

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT STRUKTURAL  SEKRETARIAT DEWAN SUMBER DAYA AIR 

PROVINSI..............................
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI ....................................
	Menimbang:
	bahwa berdasarkan ketentuan pasal ....... Peraturan Gubernur Nomor ...... tahun ...........tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Provinsi.......................... perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pejabat Sekretariat Dewan SDA-P

	Mengingat

Menetapkan:

Pertama

Kedua
	1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1998. 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan

5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara

6. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

8. Undang-Undang Nomor ...../..... tentang Pemerintahan Provinsi ...............


9. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

11. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

14. Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

15. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air.

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai.

17.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

18. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

19. Peraturan Gubernur No.  ...........Tahun ........ tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DSDA-P................*)
MEMUTUSKAN

Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini untuk memangku jabatan tersebut dalam lajur 2 pada daftar lampiran yang sama dengan ketentuan:

- kepada yang bersangkutan diperlakukan segala hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab yang ada pada tugas jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal.................., dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekwilda Provinsi .....................

2..........................................

3..........................................

4.........................................

5..........................................

6.........................................

7........................................

8........................................

       Ditetapkan di .................
               Pada tanggal..................

GUBERNUR PROVINSI ..................,

.................................
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